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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 
OLEH BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

ABSTRAK :  - bahwa Pengelola Barang dapat menunjuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset 
Negara untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan Aset Kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, serta 
sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 27 Tahun 2014 (LN 
Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523); Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); 
Permenkeu RI No. 54/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 589);  Permenkeu RI No. 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan pengelolaan BMN pada LMAN, yang 
meliputi Aset Kelolaan dan Aset Konsultasi. Aset Kelolaan dimaksud termasuk tetapi tidak 
terbatas pada BMN yang diserahkelolakan oleh Direktorat Jenderal kepada LMAN termasuk 
kekayaan negara lainnya, BMN yang diperoleh LMAN melalui pengadaan yang dibiayai dari 
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03), dan BMN 
hasil pelaksanaan perjanjian dan/ atau bentuk perikatan lainnya. Aset Konsultasi dimaksud 
termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN pada Pengelola Barang dan BMN pada Pengguna 
Barang. 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengelola Barang atas BMN 
pada LMAN, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dilimpahkan kepada 
Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi dan pejabat struktural di lingkungan LMAN dalam 
bentuk mandat. Pengelolaan Aset Kelolaan meliputi Perencanaan dan Pengadaan, Pemanfaatan, 
Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, 
Penatausahaan,  serta Pengawasan dan Pengendalian. 

Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Konsultasi, upaya hukum, pelaksanaan 
pengelolaan secara elektronik, dan ketentuan peralihan mengenai Pemanfaatan Aset Kelolaan 
yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.  

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2020. 

    

 


